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BAB IV 

ANALISIS TENTANG PENANGGUHAN PENCATATAN  

PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN YURIDIS DAN ISLAM  

(SAMBIRAMPAK KIDUL  KOTAANYAR PROBOLINGGO) 

 

A. Analisis Hukum terhadap penangguhan pencatatan pernikahan dini  

Pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 

seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 menjelaskan 

bahwa: 

 “Sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang 
pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai 
hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan 
bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga 
mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia dapat 
hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, 
pemeliharaan, dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.” 

 
UU No. 1 Tahun 1974 bersifat universal bagi seluruh warga negara 

Indonesia. Meskipun demikian, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan 

menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya. Pada masa 

berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, maka setiap  

perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 

yang berbunyi: 

“Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku” 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83 
 

Peraturan  dalam Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan yang 

dianggap sah sesuai hukum agamanya masing-masing dalam hal ini ialah 

peraturan yang tidak bertentangan dan sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974. 

Untuk dikatakan sahnya pernikahan, adalah apabila pernikahan itu telah 

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun pernikahan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: 

1. Calon mempelai suami 

2. Calon mempelai istri 

3. Wali nikah dua orang saksi 

4. Ijab kabul. 

Sedangkan syarat pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU 

No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut: 

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 

2. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 

tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, jika wanita kurang dari 

umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus 

mendapat izin dari pengadilan (dispensasi nikah). 

3. Tidak ada larangan menurut hukum Islam. 

Sedangakan didalam Islam, perkawinan ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun 

syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan 

menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata 

tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

84 
 

sesuatu yang harus diadakan. Diantaranya adalah persetujuan para pihak calon 

suami istri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab 

(penawaran tanggung jawab). Diisyaratkan izin atau meminta persetujuan 

sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syariat ini berarti bahwa tidak 

boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa 

persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Dimasa 

lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur. 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. 

Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan 

dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. 

Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan 

kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang 

perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarga agar perkawinan yang 

dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha Allah SWT>. 

1. Syarat calon suami: 

a. Islam. 

b. Lelaki yang tertentu. 

c. Bukan lelaki mahram dengan calon istri. 

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram 

dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-

lamanya. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam al-quran surat an-nisa’ 23 
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                

                   

                   

                    

                

                   

           

 
Artinya: Haramkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, 
saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu 
yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 
Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut 

terbagi menjadi tiga hal: 

1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-  

lamanya) 

2) Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah 

(perkawinan) 
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3) Larangan perkawinan karena susuan 

4) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah 

sah dijadikan istri 

2. Syarat calon istri: 

b. Islam. 

c. Perempuan tertentu. 

d. Baligh. 

e. Bukan perempuan mahram dengan calon suami. 

f. Bukan seorang khunsa. 

g. Bukan dalam ihram haji atau umrah. 

h. Tidak dalam iddah. 

i. Bukan istri orang. 

3. Syarat wali: 

a. Islam, bukan kafir dan murtad. 

b. Lelaki. 

c. Baligh. 

d. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. 

e. Bukan dalam ihram haji atau umrah. 

f. Tidak fasik. 

g. Tidak cacat akal pikiran. 

h. Merdeka. 

4. Syarat saksi: 

a. Sekurang-kurangnya dua orang. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87 
 

b. Islam. 

c. Berakal baligh. 

d. Laki-laki. 

e. Memahami kandungan lafal ijab dan kabul. 

f. Dapat melihat, mendengar dan bercakap. 

g. Adil. 

h. Merdeka. 

 Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang 

bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab 

mereka dipandang seperti tidak ada. 

 Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan 

mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara 

pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti. 

5. Syarat ijab: 

a. Pernikaha dini hendaknya tepat. 

b. Tidak boleh menggunakan sindiran. 

c. Diucapkan wali atau wakilnya. 

d. Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mutah. 

e. Tidak dikatakan taklik (tiada sebutan pra syarat sewaktu ijab 

dilafad}kan). 

6.` Syarat Kabul: 

a. Ucapan mestilah seperti ucapan ijab. 

b. Tidak berkata sindiran. 
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c. Dilafalkan oleh calon suaminya. 

d. Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mutah. 

e. Tidak dikatakan taklik (tiada sebutan pra syarat sewaktu ijab 

dilafat}kan). 

f. Menyebut nama calon istri. 

g. Tidak diselangi oleh perkataan lain. 

7. Rukun perkawinan 

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yaitu terdiri dari: 

a. Calon istri 

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini istri tersebut 

boleh dinikahi dan sah secara syar’i karena tidak ada penyebab-

penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau 

dilarang. 

b. Calon suami 

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi 

syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram 

istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu 

atau jelas, dan tidak sedang ihram haji. 

c. Wali 

Wali ialah ayah dari mempelai wanita, mengenai wali bagi 

calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab 

(dekat) dan wali ab’ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah 
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tanpa ada izin  dari wlainya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu dawud. 

 عَنْ  الزُّهْرِى عَنِ  مُوْسَى بْنُ  سُلَيْمَانَ  عَنْ  كَثِيْرٍوَاَخْبـَرْناَسُفْيَانُ  حَدَّثَـنَامُحَمَّدُبْنُ 

 بِغَيْراِِدْنِ  نَكَحَتْ  ايَُّمَااِمْرَاةَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللِه رَسُوْلُ  قَالَ :قَالَتْ  عَائِشَةَ 

هَافنَِكَاحُهَاباَطِلُ   مَرَّاةٍ  ثَلاَثُ  وَلِيـْ
Artinya: ‘’ telah menceritakan Muhammad bin katsir, 

telah mengkabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan 
kepada kita ibn juraij dari sulaiman bin musa dari Azzuhri dari 
Urwah dari aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda 
‘’siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari wlainya, maka 
nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). 

 

Menurut imam nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam 

mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali 

dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara: 

1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali. 

2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat. 

3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi 

dirinya, dan diceritakan dari imam Asyayis bagi mereka yang 

tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali 

(hakim) yang ahli dan mujtahid. 

Imam syafi’I pernah menyatakan, ‘’apabila dalam suatu 

rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang 

tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk 

menikahkannya, maka yang dmeikian itu diperbolehkan. Hal ini 

dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim 
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(penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak 

terdapat seorang wali nikah yang sah’’. 

Demikian pula menurut al-Qurtubhi, apabila seorang 

perempuan berada disuatu tempat yang ada kekuasaan kaum 

muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia 

dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang 

tokoh atau tetangga yang dipercayainya ditempat itu, sehingga 

dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti 

walinya sendiri. 

Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu 

yang sangat diperlukana, dan karenanya harus dilakukan hal yang 

terbaik agar dapat terlaksana. 

Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan 

wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti 

dengan izin wali hakim. Diindonesia, soal wali hakim ini diatur 

dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1952 jo nomor 4 

1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua. 

Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin 

perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon 

pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu 

wali mujbir dan wali nasab; wali hakim adalah penguasa atau wakil 

penguasa dalam bidang perkawinan. 

d. Dua orang saksi 
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Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi’I 

mengatakan apabila petkawinan disaksikan oleh dua orang yang 

belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena 

pernikahan itu terjadi diberbagai tempat, dikampung-kampung, 

daerah-daerah terpencil maupun dikota, bagaimana kita dapat 

mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui 

terlebih dahulu tentang adilnya, hal ini akan menyusahkan. Oleh 

karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriyah nya saja pada saat 

itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka apabila dikemudian hari 

terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad 

nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam 

arti perkawinannya tetap dianggap sah. 

Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, 

apabila dikemudian hari ada persengketaan antara suami istri maka 

saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya, karena 

perbedaan sebuah  pernikahan dengan yang lain diantaranya 

adalah: 

Seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi: 

ثَـنَا عَبْدُ الأَْعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ  حَدَّثَـنَا يُـوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍالمُغْنِى البَصْرِى حَدَّ

غَاياَاللتى يُـنْكِحُ قَـتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبَّاسِ اَنْ رَسُوْلُ االلهِ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ قاَلَ الَْبـَ

نَة [ رواه الترمدى]  اْنفُسَهُنَّ بَـيـْ
Artinya:”telah menceritakan yusuf bin hammad al-mughl al-

bashri, telah menceritakan Abd al-a’la dari said dari Qatadah dari 
jabir bin zaid dari ibn abbas, sesungguhnya Rasulullah telah 
bersabda ‘’pelacur adalah perempuan-perempuan uang 
mengawinkan tanpa saksi” 
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يُـوْنس وَاِسْرَاءِيْل حَدَّثَـنَامُحَمَّدُبْنِ قَدَامَة بْنِ اَعْيُنِ حَدَّثَـنَاابَُـوْعُبـَيْدَة الحَدَادِعَنْ 

عَنْ ابَِى اِسْحَاقِ عَنْ ابَِى بُـرْدَة عَنْ ابَِى مُوْ سَى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ [ رواه الترميدى]
Artinya: telah menceritakan Muhammad bin qadamah 

“a’yun, menceritakan abu ubaidah al haddad dari yunus dan israil 
dari abi ishaq bdari abi bardah dari abi musa, sesungguhnya 
rasulullah telah bersabda “tidah sah perkawinan kecuali dengan 
wali” 

 
Kata tidak disini maksunya adalah “tidak sah” yang berarti 

menunjukan bahwa mempersaksikan terjadinya ijab kabul 

merupakan syarat- syarat dalam perkawinan, sebab dengan tidak 

adanya saksi dalam ijab kabul dinyatakan tidak sah, maka hal itu 

terjadi syaratnya. 

e. Sighat Ijab Kabul 

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan 

perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup 

berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak 

dapat dilihat dengan mata kepala. 

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk 

menunjukan kemauan mengadakan ikatan suami istri. 

Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah 

pihak yang melaksanakan akad. 

Pengucapan: S}ighat (yakni pengucapan ijab Kabul yang 

mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan dan kabul 

yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami). Para 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

93 
 

ahli fiqih mensyaratkan ucapan ijab Kabul itu dengan lafat} fi’il 

mad}i  (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan fi’il 

mad}i dan yang lain fi’il mustaqbal (kata kerja sedang).   

Apabila dilihat dari kematangan usia kedua mempelai, cukup 

untuk membina sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. 

Walaupun umur dari mempelai perempuan masih belum mencapai 

batas maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi 

masih ada suami yang bisa membimbingnya serta keluarga yang 

bisa menasehati apabila ada perselisihan-perselisihan diantara 

keduanya. Karena umur yang lebih tua tidak dapat dijadikan 

jaminan kematangan usia itu sendiri demi terwujudnya sebuah 

rumah tangga yang bahagia. 

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan 

sembarang perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa. Tetapi 

perjanjian dalam pernikahan merupakan perjanjian suci untuk 

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, yaitu suci dilihat dari segi keagamaannya dari suatu 

pernikahan. 

Dengan melaksanakan pernikahan, kedua mempelai 

bertujuan untuk menjaga kesucian agama tentang hubungan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan ikatan yang suci 

yaitu dengan pernikahan agar mereka tidak terlalu lama dengan 
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jalinan cinta yang bisa menjerumuskan dalam hal-hal yang dilarang 

oleh agama.\ 

Pernikahan mengandung aspek akibat hukum. Setelah 

melangsungkan pernikahan suami istri saling mendapat hak dan 

kewajiban, serta dengan mengadakan hubungan pergaulan yang 

dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksana 

agama, maka didalamnya terkandung adanya maksud mengaharap  

keridhaan Allah SWT. 

Menurut hemat penulis, selain adanya undang-undang yang 

berlaku. Kewajiban bagi orang tua dan juga masyarakat sekitar 

agar mendidik anak untuk mempersiapkan diri dalam membina 

rumah tangga sejahtera dan hidup bahagia. Serta dengan 

memberikan informasi tentang manfaat dan kerugian suatu 

pernikahan dini. 

Sampai saat ini, kebanyakan orang tua berpendapat bahwa 

dari pada anak-anak mereka melakukan hal-hal yang tidak 

diinginkan. Lebih baik mereka dinikahkan saja. dan salah satu 

sebabnya mungkin juga karena masalah harta ataupun warisan. 

Dengan demikian keadaan tersebut tidak sesuai dengan undang-

undang Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: perkawinan 

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun. Dan juga ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap 
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ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 

wanita. 

Hal ini yang membuat penulis tidak berkenan dengan 

pandangan orang tanpa memperhatikan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 
B. Analisis Tentang  Penangguhan Pencatatan Pernikahan Dini Di Desa 

Sambirampak Kidul Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo 
 

Undang-undang mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon 

suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan 

keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum dapat terpenuhi. 

Dalam hal ini undang-undang mengatur sebagai berikut: 

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun. 

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974tentang 

Perkawinandimana ayat (1) dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: 

’’untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-

batas umur untuk perkawinan’’. 
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Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia pernikahan ini memiliki 

kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya 

batasan umur. Undang-undang perkawinan bermaksud untuk merekayasa 

untuk tidak mengatakan menahan laju pernikahan yang membawa akibat pada 

laju pertambahan penduduk dan terlambatnya pembuatan akta nikah. 

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ternyata batas umur yang rendah bagi 

seorang wanita untuk kawin , mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan 

berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi. 

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan 

prinsip pernikahan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah 

masak jiwa raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk 

menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir 

dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat 

diwujudkan. 

Dalam hukum Islam batas umur untuk melaksanakan pernikahan tidak 

disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita 

supaya sah melaksanakan akad nikah harus sudah ‘’baligh’’ dewasa dan 

mempunyai kecakapan sempurna, serta memenuhi rukun dan syarat 

pernikahan.Yang dimaksud dengan rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang 

menentukan sah atau tidaknya susuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu 

tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari: 

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan  
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2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita 

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau 

wakilnya yang akan menikahinya. 

3. Adanya dua orang saksi. 

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang 

menyaksikan akad nikah tersebut. 

4. Si}ghat akad nikah 

Yang ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak 

wanita. Dan dijawab oleh calon mempelai pria. 

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang harus 

ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Tetapi 

sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat-

syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila 

syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan 

adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat-syarat 

perkawinan dalam hukum Islam mengikuti rukun-rukunnya, yaitu: 

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya : 

1) Beragama Islam.  

2) Laki-laki. 

3)  Jelas orangnya. 

4) Dapat memberikan persetujuannya. 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 
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1) Beragama Islam, maupun ahli kitab. 

2) Perempuan. 

3)  Jelas orangnya. 

4) Dapat diminta persetujuannya. 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

c. Wali nikah, syarat-syaratnya: 

1) Laki-laki. 

2) Dewasa. 

3) Mempunyai hak perwalian. 

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

1) Minimal dua orang laki-laki. 

2) Hadir dalam ijab kabul. 

3) Dapat mengerti maksud akad\. 

4) Islam. 

5) Dewasa. 

e. Ijab kabul, syarat-syaratnya: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. 

3) Menggunakan kata-kata nikah atau terjemahan dari kata nikah. 

4) Antara ijab dan kabul bersambungan. 

5)  Antara ijab dan kabul jelas maksudnya. 
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Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus 

berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran 

kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern. Menurut 

dijadikannya akta. Surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa 

diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian. Manusia 

dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan 

sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. 

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan 

Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan 

perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena 

masalah tersebut tidak ditemukan didalam kitab-kitab fiqih ataupun fatwa-

fatwa ulama’. 

Karena hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat sampai melampau 

batas yaitu hamil diluar nikah, memang sudah seharusnya hubungan keduanya 

disahkan agar terhindar dari adanya fitnah dari lingkungan sekitar maupun 

dari kalangan keluarga sendiri. 

Dan dilihat dari pengawasan kedua orang tua sendiri juga sangat kurang. 

Maka menurut penulis pernikahan memang jalan yang terbaik demi menjaga 

nama baik untuk diri sendiri dan keluarga walaupun ditangguhkan pencatatan 

pernikahannya. 

Mengenai alasan kurangnya biaya untuk mengajukan dispensasi nikah 

kepengadilan Agama. Karena orang tua tidak mempunyai biaya untuk 

dispensasi dan tidak mau sama sekali untuk dispensasi ke Pengadilan Agama. 
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Apabila dilihat dari segi Agama, memang pernikahan ini sah karena 

telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Tapi dalam undang-

undang perkawinan masih belum memenuhi syarat karena belum cukupnya 

umur mempelai perempuan dari yang ditentukan oleh undang-undang. 

Adanya izin dari orang tua memang merupakan salah satu ketentuan 

dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua 

orang tua. 

Melihat respon masyarakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, 

penulis melihat bahwa ada unsur pokok yang dijadikan pertimbangan yaitu 

menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Masyarakat lebih berpijak 

pada kaidah hukum Islam yaitu: ‘’menolak segala kerusakan lebih 

diutamakan dari pada menarik segala kemaslahatan’’. Dalam hukum Islam 

pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah 

ditentukan sehingga dalam pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. 

Disamping itu, dalam kasus ini juga berpijak pada rasa sosial terhadap 

sesama, terutama pada masyarakat yang membutuhkan karena keluarga 

tersebut benar-benar membutuhkan. Pekerjaan orang tuanya hanya seorang 

petani (tidak mempunyai lahan pertanian sendiri).\ 

Adanya rasa cinta dan kasih sayang yang ada pada calon mempelai 

menunjukkan bahwa diantara calon mempelai telah ada kesepakatan untuk 
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dapat hidup bersama sebagai suami istri. Dengan terdapatnya kesepakatan 

tersebut berarti telah memenuhi perundang-undangan yaitu Pasal 6 ayat (1) 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa harus ada persetujuan 

kedua calon mempelai. 

 
C. Akibat Hukum Penangguhan Pencatatan Pernikahan Dini 

Pencatatan pernikahan ini tidak memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 

6 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 

Jadi, apabila dilihat dari aspek administrasi atau pencatatan perkawinan, 

perkawinan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut ketentuan KHI dalam Pasal 15, perkawinan tanpa dispensasi 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan. Sedangkan 

menurut ketentuan dalam kitab-kitab fiqh, status perkawinan tersebut adalah 

sah. Karena telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dalam 

perkawinan. 

 




